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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian
1. Keadaan Geografis dan Administrasi Pemerintahan

a. Letak Geografis Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa atau dengan kata lain Kabupaten
“SABALONG SAMA LEWA” merupakan salah satu Kabupaten dari
Sepuluh (10) kabupaten/kota yang berada di wilayah Propinsi Nusa
Tenggara Barat. Terletak di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi
116" 42' sampai dengan 118" 22' Bujur Timur dan 8” 8' sampai dengan

9” 7' Lintang Selatan serta memiliki luas wilayah 6.643,98 Km2.

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang

berada di Pulau Sumbawa dengan batas wilayah sebagai berikut :

o Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores
e Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
e Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu

e Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat

Bila dilihat dari segi topografinya, permukaan tanah di wilayah
Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit-bukit dengan
ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 meter diatas permukaan air

laut. Sebagian besar diantaranya yaitu seluas 355.108 ha atau 41,81
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persen berada pada ketinggian 100 hingga 500 meter. Sementara itu
ketinggian untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar
antara 10 sampai 650 meter diatas permukaan air laut. Ibu kota
Kecamatan Batulanteh yaitu Semongkat merupakan ibu kota
kecamatan yang tertinggi, sedangkan Sumbawa Besar merupakan ibu
kota kecamatan yang terendah. Kabupaten Sumbawa yang lebih
dikenal dengan moto Sabalong Samalewa ini berbatasan dengan
Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di
sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudra Indonesia di
sebelah selatan. Luas Kabupaten Sumbawa berdasarkan Kecamatan

dapat ditunjukkan pada tabel berikut :
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Tabel 4.1
Luas Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Kecamatan
Jarak antara Ibu

No. Kecamatan Luas (Km2) Kota (km)
1 2 3 4

1. | Lunyuk 513,74 92,00

2. | OrongTelu 465,97 65,00

3.1 Alas 123,04 69,00

4. | Alas Barat 168,88 81,00

5. | Buer 137,01 59,00

6. | Utan 155,42 47,00

7. | Rhee 230,82 34,00

8. | Batulanteh 391,40 17,00

9. { Sumbawa 44 83 0,00
10. | LabuhanBadas 435,89 8,00
11. | Lape 82,38 3,00
12. | Moyo Hilir 186,79 11,50
13. | Moyo Utara 90,80 9,00
14. | Moyo Hulu 311,96 21,00
15. | Ropang 444,48 61,00
16. | Lenangguar 504,32 42,00
17. | Lantung 167,45 41,00
18. | Lape 204,43 30,00
19. | Lopok 155,59 22,00
20. | Plampang 418,69 62,00
21. | Labangka 243,08 70,00
22. | Maronge 274,75 43,00
23. | Empang 558,55 93,00
24. | Tarano 333,71 98,00

Sumber: Kabupaten Sumbawa Dalam Angka, 2011

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.1, kecamatan yang
terjauh dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Tarano sedangkan
terdekat adalah Kecamatan Sumbawa. Lokasi Kecamatan yang ada di

Sumbawa berdasarkan kecamatan ditampilkan dalam peta di bawah ini
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mengajar dapat dikatakan bukan lagi domain desa karena peran ini
sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat sampai kabupaten, peran
desa hanya sebagai pendukung program saja.

Sedangkan dalam kegiatan pendidikan luar sekolah dan
keterampilan, keberadaan dan peran aktif pemerintah desa dirasakan
sangat membantu berdirinya PKBM dan terselenggaranya kegiatan
kursus keterampilan di tengah masyarakat desa Dete.

Otonomi di bidang Pengajaran atau pendidikan yang
dilaksanakan di desa, pada dasarnya desa hanya melaksanakan
kegiatan sebagian urusan pemerintahan. Peran Pemerintah Desa dan
masyarakatnya hanya sebagai pendukung keberhasilan pelaksanaan
bidang pengajaran atau pendidikan terutama di pendidikan formal
SD/MI hingga sekolah menengah/madrasyah. Sedangkan untuk
pendidikan informal dalam bentuk pemberantasan Buta Aksara peran
Pemerintah Desa dan Masyarakatnya cukup menonjol dalam mengatur
sendiri dari pembentukan kelompok dan peserta dari masyarakat itu
sendiri (PKBM) sebagaimana yang diuraikan diatas.

f. Otonomi di bidang Perkreditan/Lumbung Desa.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang perkreditan tidak
ditemui di desa Dete. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Desa sebagai
berikut :

“ Tidak ada, kami tidak ada lumbung desa, jadi masyarakat

sekarang punya simpanan masing-masing. Kebetulan ada Bank.
Untuk masyarakat kami yang kurang mampu sekarang stok

pangannya terbantu dengan adanya Raskin setiap bulan dari
pemerintah”.
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Menurut penulis hal ini disebabkan karena beberapa hal
diantaranya Desa Dete sebagai Ibukota Kecamatan Lape, memiliki
fasilitas perbankan untuk itu masyarakat mulai memiliki
kecenderungan memanfaatkan jasa perbankan untuk menyimpan uang
yang dirasakan lebih mudah daripada menyimpan stok padi. Selain itu
mereka sudah mulai terbiasa meminjam kredit langsung dari bank.
Perbankan yang ada merupakan salah satu bank pemerintah yang
menyediakan kredit dengan bunga rendah dan pembayarannya setelah
musim panen bagi petani.

Selain itu tradisi adanya lumbung desa sudah tidak dikenal
dalam masyarakat Desa Dete. Pada era tahun 60-an bangunan lumbung
tradisional masih dengan mudah ditemui hampir di setiap rumah
penduduk di Kabupaten Sumbawa dan dimiliki oleh perorangan atau
keluarga. Namun sejak dikenalnya sistem pertanian yang lebih
modern, waktu panen yang singkat maka perlahan tradisi dan
bangunan lumbung tersebut hanya tersisa di beberapa desa pedalaman
saja.

Pengaruh perubahan jaman pada masyarakat dengan adanya
fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, tradisi masyarakat
membangun lumbung desa sudah dikatakan hilang. Sistem perkreditan
yang ada dilakukan langsung dengan perbankan yang ada di
Kecamatan. Apalagi Desa Dete berada di [bukota Kecamatan sehingga

lebih mudah dalam bidang perkreditan dimaksud.
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g. Otonomi di bidang Pasar Desa.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang Pasar desa belum
optimal menjadi sumber pendapatan di desa Dete. Menurut pengakuan
Kepala Desa karena potensinya masih kecil. Selanjutnya dijelaskan
bahwa :

“ Ya kami punya pasar Desa walaupun tidak besar, dan tentu
hasilnya tidak banyak karena masyarakat yang jualan juga
sedikit, jadi hasilnya kami masukkan ke APBDes lumayan
menambah pemasukan desa. Kami sudah optimalkan pasar
desa itu dengan meminta bantuan pemerintah untuk
membangunnya, dan tahun depan kita bisa dapat, mudah-
mudahan bangunan pasamya semakin baik sehingga yang
datang jualan jadi bertambah juga”.

Kondisi pasar desa Dete walaupun cukup strategis terletak di
persimpangan jalan Desa, namun karena lokasinya sempit sehingga
tidak banyak warga yang berjualan, ditambah dengan keberadaan Pasar
Langam yang lebih besar dan berlokasi strategis di Kecamatan Lopok
yang hanya berjarak 5 kilometer dari pasar desa Dete sehingga
masyarakat lebih memilih langsung berbelanja ke pasar yang lebih
besar karena kebutuhan yang akan dibeli relatif lebih lengkap dan
lebih murah.

Otonomi asli desa di bidang pasar desa walaupun merupakan
kewenangan dalam memungut retribusi sesuai Peraturan Desa yang
ada, namun dengan perkembangan jaman yang ada masyarakat lebih
memilih ke pasar yang lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan. Pasar

Desa yang ada di Desa Dete walaupun ada yang berjualan namun

sedikit, sehingga pemasukan bagi desa pun kecil atau tidak optimal.
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Desa pun memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri
termasuk mengatur pendapatan bagi desa tersebut.
h. Otonomi di bidang Hak Atas Tanah.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang Hak atas tanah tidak
ditemukan di desa Dete, dalam kasus pengelolaan tanah kas desa/
tanah pecatu. Hal ini berdasarkan penjelasan Kepala Desa sebagai
berikut :

“ Desa Dete memang punya tanah pecatu yang hasil usahanya

menjadi hak Kepala Desa, tambahan penghasilan kami. Tanah

itu diadakan oleh Pemda jadi statusnya milik Pemda bukan

Desa hanya kami diberikan hak untuk mengelola dan ambil

hasilnya. Lokasi tanah itu ada di Desa tetangga yang

dimekarkan dari desa dete jadi saat ini mereka juga
mempertanyakan status tanah itu apakah milik mereka atau

kami desa Dete, tapi selama pemda belum mencabut dari kami
ya tetap kami kelola”.

Status kepemilikan tanah tersebut merupakan milik pemerintah
Kabupaten Sumbawa yang diserahkan kepada desa untuk dikelola
sehingga dalam hal ini desa hanya menjadi pihak yang memanfaatkan
tanah tersebut dan ada keterbatasan desa memaksimalkan
pemanfaatannya karena harus mendapatkan ijin dari Pemerintah
Kabupaten Sumbawa. Sebaiknya kedepan tanah tersebut diserahkan
kepada Desa dan dicatat sebagai salah satu asset desa agar desa lebih
mandiri dalam mengelolanya.

Dalam pengurusan dan pengelolaan tanah milik umum seperti
lapangan sepakbola dan taman sepenuhnya diatur pengelolaannya oleh

desa bersama masyarakat. Adapun pengaturan tentang tanah-tanah
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Negara yang terletak di Desa Dete diserahkan pengaturannya kepada
Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Dari apa yang disampaikan diatas, jelas tergambar bahwa
dalam pelaksanaan otonomi asli desa di bidang hak atas tanah masih
ada hal-hal yang belum jelas dalam kewenangan yang dimiliki oleh
desa. Seperti halnya terhadap tanah pecatu desa hanya memiliki hak
pengelolaan atau mengambil hasilnya namum untuk kepemilikan tanah
tersebut masih diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Sedangkan terhadap tanah-tanah masyarakat Pemerintah Desa hanya
sebatas membuat keterangan menyatakan kebenaran pemilik terhadap
pengelolaan tanah tersebut (seporadik). Sedangkan tanah untuk
kepentingan umum sepenuhnya diatur dan dikelola oleh Pemerintah
Desa dan masyarakat.

Desa Dete merupakan pemekaran dari Desa Lape tahun 1993
jika dikaitkan dengan pendapat Wasistiono (2003) maka Desa Dete
masuk dalam katagori desa administratif. Berkaitan dengan otonomi
asli desa dibidang Hak Atas Tanah, maka Desa Dete tidak memiliki
tanah yg dikelola secara adat, atau yang biasa disebut Hak Ulayat.
Pada umumnya desa-desa yang ada di Kabupaten Sumbawa tidak ada
yang mengelola tanah secara adat (Hak Ulayat).

i. Otonomi di bidang gugur gunung/kerja wajib/kerja bakti/gotong
royong.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang gotong royong di desa

Dete masih dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat dan
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pemerintah Desa. Hal ini disampaikan dalam wawancara bersama
Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“ Kerja bakti atau gotong royong masih berjalan. Hanya
karakter masyarakat kami ini harus selalu diajak, dipimpin jadi
inilah pekerjaan saya mesti selalu dekat dengan mereka,
anjangsana silaturahim dengan tokoh-tokoh. Nah kalau sudah
ada kedekatan seperti itu jadi mudah kami ajak mereka.
Tinggal saya beritahu lokasi dan kapan waktu gotong royong
melalui kepala dusun masyarakat langsung datang. Kebetulan
kepala dusunnya saya angkat dari masyarakat yang benar-benar
ditokohkan oleh masyarakat, jadi mempermudah komunikasi
dan kerja kepala desa juga”.

Sebagaimana karakteristik masyarakat Desa Dete pada
umumnya yang masih sangat menjunjung tinggi solidaritas melalui
budaya gotong rovong. Pelaksanaan gotong royong direncanakan dan
dilaksanakan sendiri oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan mereka.

Hal ini dikuatkan oleh Ketua LPM Desa Dete, ia menyatakan
sebagai berikut :
“ untuk kegiatan gotong royong, kami masyarakat Desa Dete
boleh dibandingkan dengan desa lain partisipasi masyarakat
desa dete selalu lebih tinggi. Pada kegiatan gotong royong
dimanapun selalu bersemangat, apalagi ada pak Kades, kami
merasa dihargai oleh beliau. Saya juga perhatikan dalam
kegiatan kami di LPM dan PNPM tingkat gotong royongnya
pasti lebih tinggi dibandingkan desa lainnya”.
Keberlangsungan budaya gotong royong ini tidak terlepas dari
peran mesin penggeraknya yaitu pemimpin-pemimpin di tengah
masyarakat dalam hal ini Ketua RT, RW, Kepala Dusun sampai
Kepala Desa. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa peran inisiatif
pemimpin dan kepatuhan warga terhadap pemimpin menjadi alasan
masih hidupnya kegiatan gotong royong ini. Namun kepatuhan ini

tidak didapatkan secara instan, seorang pemimpin dalam hal ini Kepala

Desa harus mampu membangun komunikasi yang intensif dan
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simultan dengan masyarakat dan tokoh-tokoh berpengaruh dalam
masyarakat melalui anjangsana dan memperbanyak pertemuan dan
diskusi informal.

Dengan demikian dapat dibangun kesepahaman dan pengertian
dari masyarakat akan visi dan misi seorang Kepala desa. Hasilnya
tentu saja akan menjadi mudah menggerakkan warga masyarakat
melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk kepentigan bersama
sebagaimana yang terjadi di Desa Dete.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang gotong royong
memang merupakan salah satu ciri dari masyarakat desa tradisional di
Indonesia. Seperti yang telah Penulis sampaikan pada Bab I diatas,
Bahwa ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di Indonesia
adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri
tersebut merupakan modal sosial yang jauh lebih penting (potensial)
dari pada modal keuangan.

j- Otonomi di bidang sinoman, biodo, atau arisan.

Otonomi asli desa di bidang arisan tidak dikenal dalam
masyarakat secara umum di Desa Dete. Secara tradisi kegiatan arisan
ini hanya dikenal dalam lingkungan keluarga saja. Adapun dalam
kegiatan Desa pada umumnya arisan hanya dilaksanakan dalam
organisasi-organisasi kewanitaan seperti PKK dan Dasawisma di
tingkat RT saja. Hal ini berdasarkan pemyataan Kepala Desa Dete
sebagai berikut :

“ Di Desa Dete kami tidak ada arisan tingkat desa, kalaupun
ada itu arisannya sesama ibu-ibu PKK atau ibu rumah tangga
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biasa. Ada juga yang arisan gabah antar petani biasanya dalam
keluarga dckat untuk biaya membangun atau perbaiki rumah.
Bahkan ada juga keluarga yang arisan untuk ongkos naik haji.
Jadi kalau desa tiadak pernah memfasilitasi itu, itu bebas saja
dalam masyarakat”.

Adapun arisan dalam masyarakat biasanya dilakukan untuk
menjadi biaya membangun dan merenovasi rumah tinggal serta dalam
lingkungan keluarga yang lebih dekat lagi arisan dilaksanakan untuk
biaya mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Hal ini pun dalam
keseharian masyarakat Dete hanya ditemukan di beberapa kasus.

Otonomi asli di bidang arisan bukan merupakan tradisi atau adat
istiadat yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Desa Dete.
Seperti yang disampaikan diatas, arisan hanya dilaksanakan oleh
kelompok atau organisasi atau keluarga tertentu saja. Hal ini karena
adanya pengaruh perkembangan jaman sekarang ini. Namun kegiatan
ini tidak ada penolakan dari masyarakat, karena tidak bertentangan
dengan adat istiadat setempat. Jika terjadi permasalahan pada kegiatan
tersebut, tetap penyelesaian diselesaikan oleh Pemerintah Desa.

k. Otonomi di Bidang Peradilan Desa.

Pelaksanaan otonomi asli desa di bidang peradilan desa menurut
pengamatan dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Dete masih ada
dan berjalan dengan baik. Menurut Kepala Desa Dete hal ini karena
dorongan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian masalah yang
cepat dan tidak merepotkan, sebagaimana yang disampaikan sebagai
berikut :

“ Peradilan desa masih berjalan dan sangat didukung oleh seluruh
masyarakat desa Dete karena biasanya masyarakat yang
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bermasalah selalu mencari pemerintah untuk menengahi karena
bisa damai, kalau ke polisi atau pengadilan prosesnya repot dan
lama.”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan
Kepala desa dan kewenangannya dalam menyelesaikan permasalahan
internal dalam masyarakat desa atau fungsi peradilan Pemerintah Desa
masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari
karakter masyarakat Desa Dete yang masih paternalistik melihat
Kepala Desa sebagai sosok seperti kepala rumah tangga yang mampu
menyelesaikan permasalahan dengan kebijaksanaan melalui jalan
musyawarah kekeluargaan. Selain itu didorong oleh rasa percaya
kepada Kepala Desa untuk memutuskan jalan keluar permasalahan di
satu pihak dan di lain pihak ada ketidakpercayaan kepada institusi dan
mekanisme hukum yang dianggap tidak mampu menyelesaikan
masalah dengan cepat dan terasa memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang diselesaikan di tingkat desa sangat banyak
dan beragam biasanya berupa perselisihan dalam hidup bertetangga,
perkelahian, permasalahan antar petani dan peternak, permasalahan
pengairan sawah, permasalahan rumah tangga, permasalahan
perkawinan, pembagian warisan dan masih banyak yang lain, dengan
kata lain permasalahan perdata yang terjadi dimasyarakat. Selanjutnya
penyelesaian masalah diupayakan sedapat-dapatnya melalui jalan
kekeluargaan sebagaimana disampaikan sebagai berikut :

“ Bentuk penyelesaian masalahnya yaitu kami mediasi, pertemuan
untuk didamaikan secara kekeluargaan, membuat pernyataan maaf

ganti rugi sampai pernyataan bagi warisan kami sclesaikan. dan
kalau ada masalah yang berat-berat seperti pembunuhan atau
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masalah yang tidak berhasil kami mediasi biasanya langsung kami
serahkan ke Kepolisian™.

Berdasarkan hal tersebut otonomi desa di bidang peradilan ini
sudah selayaknya terus dipertahankan dan diperkuat untuk kepentingan
masyarakat desa dan juga menambah kewibawaan pemerintah desa
karena akan terus menjadi sandaran masyarakat yang hendak
menyelesaikan permasalahannya dengan cepat dan hasilnya relatif

dapat diterima oleh semua pihak yang berselisih.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten

Selain melaksanakan urusan pemerintahan yang ada
berdasarkan asal usul desa atau urusan yang diidentifikasi oleh
Soetardjo (1984) sebagai bentuk otonomi asli desa sebagaimana
diuraikan di atas, desa Dete juga menyelenggarakan urusan yang
menjadi kewenangan Kabupaten utamanya kegiatan pelayanan
masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan fasilitasi program
pembangunan.

Urusan pemerintahan tersebut diidentifikasi dalam bidang-

bidang sebagai berikut :
1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya

Mineral;

Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
Bidang Penanaman Modal;

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Bidang Kesehatan;

RN RL
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9. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Bidang Sosial;

11. Bidang Penataan Ruang;

12. Bidang Pemukiman/Perumahan;

13. Bidang Pekerjaan Umum;

14. Bidang Perhubungan;

15. Bidang Lingkungan Hidup;

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;

17. Bidang Otonomi Desa;

18. Bidang Perimbangan Keuangan;

19. Bidang Tugas Pembantuan;

20. Bidang Pariwisata;

21. Bidang Pertanahan;

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;

23.Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, dan
Pemerintahan Umum;

24. Bidang Perencanaan;

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

28. Bidang Pemuda dan Olahraga;

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

30. Bidang Statistik; dan

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

Urusan Pemerintah Kabupaten, yang diuraikan dalam bidang-
bidang tersebut diatas, ada yang sama dengan bidang otonomi asli
yang dilaksanakan di Desa Dete. Hal ini bukanlah tumpang tindih
kewenangan, namum dilaksanakan secara sinergis dalam bentuk
Pemerintah Kabupaten tetap menghargai pengaturan yang
dilaksanakan masyarakat dan Pemerintah Desa. Namun kegiatan atau
bidang yang belum diatur maka peran Pemerintah Desa hanya
fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi. Sebagaimana disampaikan oleh
Kepala Desa Dete sebagai berikut :

“jadi di desa sebagian besar urusan pemerintahan yang kami
lakukan adalah pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan
pembangunan. Bentuk pelayanan seperti layanan administrasi

kependudukan, administrasi perekonomian dan lain sebagainya.
Kalau pemberdayaan seperti memfasilitasi kegiatan dan pertemuan
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lembaga dan organisasi masyarakat yang ada di desa, Musrenbang
Desa, memfasilitasi kegiatan PNPM dan menyalurkan bantuan
atau program dinas kabupaten. Sedangkan kegiatan pembangunan
ada yang dilaksanakan bersama masyarakat dari dana ADD, PNPM
dan swadaya ada juga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
oleh Kabupaten yang kami awasi dan koordinasikan di lapangan.”

Dari berbagai bidang kewenangan tersebut di atas, menurut
penjelasan Kepala Desa Dete bahwa kegiatan yang paling rutin
dilaksanakan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat,
selanjutnya kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pemberdayaan dan
pembangunan dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang telah
direncanakan oleh masyarakat. Misalnya pada kegiatan PNPM Mandiri
Pedesaan dan GSC jadwal kegiatan telah ditentukan bersama fasilitator
dalam musyawarah antar masyarakat.

Pelaksanaan beberapa bidang urusan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten yang diserahkan ke Desa memiliki kesamaan
kegiatan, hal ini tidak menjadi tumpang tindih tetapi bersinergi saling
mendukung. Hal ini dapat Peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
Dalam bidang pertanian, Pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya
pada tataran menetapkan program salah satunya Program
Swasembada Pangan. Dalam mendukung program tersebut
Pemerintah Kabupaten menyiapkan tenaga penyuluh pertanian dan
saprodi yang tidak ada di masyarakat. Pemerintah Desa dan

masyarakatnya melaksanakan sesuai dengan kebiasaan atau

kearifan local dan kesepakatan yang telah diambil dalam
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penentuan pola tanam dan jenis tanaman yang di tanam serta
pengaturan air untuk irigasi yang ada. Dalam bidang ini
keterpaduan program pemerintah Kabupaten dan masyarakat desa
harus sejalan mengingat hampir seluruh desa mata pencaharian
masyarakatnya adalah di bidang pertanian.
2. Bidang Kesehatan
Di bidang kesehatan, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa
Pemerintah Desa hanya bersifat memfasilitasi saja. Dalam bidang
ini tidak terjadi tumpang tindah kewenangan, karena kewenangan
desa yang ada bersifat fasilitasi dan menggerakkan masyarakat
agar masyarakat desa tetap sehat. Tanggung jawab sepenuhnya
dalam menyehatkan masyarakat adalah pada Pemerintah Supra
Desa. Dengan adanya program-program penyehatan lingkungan
dan kesehatan masyarakat diharapkan masyarakat tetap sehat
dalam melakukan aktifitasnya masing-masing. Jika terjadi
gangguan kesehatan yang bersifat wabah dalam lingkungan
masyarakat desa, Kepala Desa atau Aparat Desa berperan dalam
melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang ada di
Kecamatan seperti Kecamatan, Puskesmas, Pustu dan Langsung
ke Dinas tingkat Kabupaten.
3. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Demikian halnya dengan bidang Pendidikan, Pemerintah Desa
hanya bersifat memfasilitasi untuk mensukseskan program

Pemerintah.
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Seluruh urusan yang ada (31 bidang), pelaksanaannya di Desa
lebih bersifat memfasilitasi dan melayani serta menggerakkan
masyarakat karena berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan

masyarakat umum.

2. Kendala-kendala yang Menghambat Penyelenggaraan Otonomi Desa
di Desa Dete.

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara penulis selama melakukan
penelitian, terdapat berbagai kendala yang menjadi penghambat dalam
penyelenggaraan otonomi desa dalam artian yang sebenarnya yaitu
otonomi desa yang luas dan nyata yang tumbuh sesuai dengan kondisi dan
potensi desa. Adapun kendala-kendala tersebut penulis identifikasi dan
dirangkum sebagai berikut :

a. Pemerintah Desa belum memahami Pelimpahan Kewenangan dari
Pemerintah Kabupaten

Penyelenggaraan otonomi desa selama ini didasarkan pada
ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah khususnya pasal 200 sampai dengan pasal 216
serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
Selanjutnya di Kabupaten Sumbawa pengaturan tentang desa
dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 29 dan 30 Tahun 2010
Tentang Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Semua peraturan perundang-undangan tersebut diatas memang
telah menjelaskan berbagai kewenangan desa, kewenangan hak dan

tanggung jawab kepala desa, BPD dan masyarakat desa namun
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penjelasan tersebut walaupun cukup lengkap namun masih sangat
umum dan tidak spesifik, hal ini dirasakan oleh Pemerintah Desa.

Pelaksanaan urusan — urusan pemerintahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa sebaiknya
didasarkan pada pedoman yang jelas, dengan demikian tidak akan
terjadi lagi tumpang tindih kewenangan dan urusan  dengan
Pemerintah Kabupaten. Kenyataan di lapangan penulis menemukan
bahwa belum ada pedoman atau petunjuk pelaksana yang jelas batasan
kewenangan urusan yang di limpahkan kepada Pemerintah Desa
terhadap tanggungjawab apa saja kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Salah satu contoh : pada urusan bidang statistik, Pemerintah
Desa diberikan kewenangan untuk mendata keluarga yang miskin/tidak
mampu. Pada program Beras Miskin (Raskin), untuk Desa tersebut
tidak seluruh keluarga miskin yang terdata mendapat jatah Raskin,
sehingga keluarga yang tidak dapat jatah akan protes terhadap
Pemerintah Desa. Hal ini cukup membingungkan Pemerintah desa
dalam pengambilan keputusan dalam masalah tersebut. Sementara
kewenangan yang ada hanya mendata namun keputusan tidak pada
Pemerintah Desa.

Menurut Kepala Desa Dete semua urusan Kabupaten yang
diperintahkan unuk diselesaikan di desa sedapatnya diupayakan untuk
segera diselesaikan walaupun tidak disertai petunjuk dan sumber
pembiayaan yang jelas, menurutnya desa loyal saja selama perintah itu

jelas dari Kepala daerah atau Camat.
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b. Ielum Konsistennya Pemerintah Kabupaten menyerahkan
Pendcelegasian Kewenangan kepada Desa.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan Peraturan
Daerch Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kewenangan Kabupaten yang
Dapat Dicerahkan Pengaturannya Kepada Desa. Dalam Peraturan
Caerzh tersebut telah diidentifikasi sejumlah kewenangan kabupaten
yang di delegasikan ke desa, namun dari 31 bidang kewenangan
tcrsebut sampai tahun 2012 , dua tahun semenjak disahkannya
Peraturan Daerah tersebut belum ada satupun yang diwujudkan dalam
bentuk penyerahan kepada desa.

Salah satu bidang yang disebutkan dalam Perda tersebut adalah
di bidang Otonomi Desa yang dirinci dalam 20 sub bidang sebagai
berikut :

1. rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset

video, play station dan sejenisnya;

penelitian dan pendataan potensi desa;

pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;

4. rekomendasi pemberian izin pendirian warung telepon dan
sejenisnya;

5. rckomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan,
warung, pemondokan, rumah makan;

6. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat
desa dibidang pengairan;

7. rekomendasi pemberian izin mendirikan, membongkar,
mengubah saluran irigasi di desa;

8. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;

9. pembangunan jalan desa;

10. pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;

11. rckomendasi pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan
potensi sumber daya alam desa;

12. penetapan perangkat desa;

13. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

14. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;

15. penetapan peraturan desa;

hadli

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41780.pdf
100

16. penetapan kerjasama antar desa;

17. rekomendasi pemberian izin parkir/pemangkalan kendaraan di
pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;

18. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;

19. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas

20. ?:lfsinendasi pemberian izin keramaian di desa.

Apabila 20 sub bidang kegiatan tersebut di atas dapat segera
diserahkan kepada desa maka akan menjawab juga masalah
ketidakjelasan kewenangan desa yang diberikan oleh Kabupaten. Di
sisi lain akan memperkuat posisi otonomi desa dan juga menambah
pos pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes).

c¢. Kurangnya Sumberdaya Keuangan Desa

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan di desa selain
didukung oleh personil dan SDM yang handal juga harus didukung
dengan tersedianya sumber-sumber anggaran. Dalam nomenklatur
sistem pemerintahan desa, anggaran dimaksud dikenal dengan istilah
keuangan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang
maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Selanjutnya dalam komposisi Alokasi Dana Desa ditegaskan

dalam pp 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat (1) bahwa sumber

pendapatan desa terdiri atas :
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1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil
kckayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong
royong, dan lain lain pendapatan desa yang sah
2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10%
untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian
diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diterima oleh kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%
yang pembagiannya untuk desa secara proporsional yang
merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan
pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Dete
diketahui bahwa pemerintah desa cukup kesulitan untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Desa sebagai salah satu komponen pendapatan dalam
APBDes, disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan pemerintah
desa tentang potensi desa yang mana saja yang dapat dijadikan potensi
pendapatan. Selain itu ia sebagai wakil masyarakat tidak ingin terlalu
membebani masyarakat.

Diakui oleh Kepala Desa Dete bahwa selama ini desa hanya
mengandalkan dana ADD dan pungutan-pungutan terhadap pelayanan

administrasi vang dilakukana oleh pemerintah desa untuk membiayai
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urusan-urusan pemerintahan yang dilakukan. Adapun bantuan
pemcrintzh Provinsi dan kabupaten setiap tahun tetap diterima namun
jumizhnya cukup kecil dan bervariasi antar desa. Sedangkan hibah
cifatnya aksidental tidak terlalu diharapkan walaupun Kepala desa
sering menyampaikan proposal bantuan ke pihak-pihak swasta.

Menurut Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPM-PD
Katupaten Sumbawa bahwa komposisi ideal Alokasi Dana Desa
memang seperti ketentuan PP 72 Tahun 2005 tersebut, namun
mengingat komposisi belanja daerah dalam APBD Kabupaten
Sumbawa yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung
perbandingannya masih 60:40 % maka komposisi 10% tersebut belum
dapat dipenuhi. Hal ini karena prioritas pembangunan daerah juga telah
ditctapkan dalam RPJM Kabupaten. Selanjutnya ia menambahkan
harzpannya agar pada tahun-tahun mendatang komposisi ADD akan
berubah demi pembangunan desa dan masyarakatnya.

d. Lemahnya SDM Aparatur Desa dan BPD

Keberadaan aparatur desa yaitu Kepala desa dan perangkatnya
serta anggota Badan Permusyawaratan Desa memang diharapkan
merjadi lokomotif pembangunan desa sekaligus menjadi pelayan bagi
kepentingan masyarakat di desa. Profesionalitas aparatur dalam
menjalankan tugas dan fungsinya dapat menjadi jaminan suksesnya
tugas yang diemban.

Keadaan aparat Desa Dete rata-rata pendidikannya hanya

sanipai sckolah menengah (SMA), tambahan pula bahwa mereka masih
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kurang mendapatkan pembinaan-pembinaan teknis dan adminitratif
sehingga tingkat pemahaman dan tanggung jawabnya terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan masih sangat kurang. Demikian pula
anggota BPD desa Dete dari 11 orang anggota hanya 3 orang yang telah
mcnempuh pendidikan sarjana. Tidak heran dalam perannya sebagai
anggota BPD masih ada anggota yang tidak tahu tugas dan fungsinya
serta mekanisme kerja dan tata hubungan BPD dengan Kepala Desa.
Hal ini disampaikan oleh Ketua BPD Desa Dete bahwa :
“kami anggota BPD memang jarang sekali mendapat bimbingan
dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan, yang biasanya
seperti tahun lalu pembinaan BPD hanya sekali dalam setahun
kami dipanggil di Kabupaten tapi hanya ketua saja sendiri, menurut

saya itu tidak efektif. Kami ingin ada upaya yang serius dari
pemecrintah dalam hal pembinaan BPD ini.”

Dari pernyataan diatas dapat dilihat begitu besarnya kekecewaan
sekaligus ekspektasi Badan Permusyawaratan Desa Dete beserta
anggotanya untuk peningkatan kapasitas mereka dalam menjalankan
tugas dan fungsinya masing-masing. Sehingga dalam menjalankan
tugas dan fungsi baik Aparatur Desa maupun BPD terjadi kesenjangan
baik kemampuan maupun pemahaman diantara mereka.

Seharusnya Aparatur Desa dan BPD secara berkala di panggil
untuk mengikuti bimbingan teknis mengenai tugas fungsi masing-
masing. Misalnya Aparatur Desa atau Perangkat Desa seperti kepala
urusan keuangan harus di bekali dengan ilmu manajemen keuangan dan
administrasi keuangan desa, sechingga mereka mampu menata dan

mengelola keuangan desa. Demikian juga dengan anggota BPD untuk
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dapat diberikan bimbingan teknis mengenai pengawasan keuangan desa
dan tata cara pengambilan keputusan czlam rapat BPD.
e. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Desa.

Sebagaimana kondisi desa pada umumnya di Indoncsia,
masyarakat desa yang berpendidikan tinggi biasanya lebih memilih
Kota sebagai tempat mencari penghidupannya karcna sangat scdikit
pilihan untuk mengembangkan usahadi desa. Selain itu Desa sclalu
dianggap sulit dan jauh dari jangkauan pelayanan dasar mosyarakat
seperti fasilitas kesehatan, saran pendidikan serta sarana perekononiian
desa.

Kondisi masyarakat desa Dete yang berada di ibukota
Kecamatan Lape dengan berbagai fasilitas dan kemudahan ckses
transportasi dan komunikasi tidaklah seburuk kondisi desz lainnya
yang lebih terpencil. Dalam mencapai berbagai fasilitas pendicikan dan
kesehatan relatif mudah dan cepat.

Kondisi masyarakat yang mayoritas sebagai petani dengan
tingkat pendidikan masih rendah saat ini perlu mendapat bantuan tcknis
dan berbagai kemudahan di bidang pertanian untuk meningkatkan taraf
hidup mereka. Dalam hal ini misalnya perlu dibuka akses pcrmodalan
ke Bank dan menjaga ketersediaan pupuk serta menjaga harca produk

hasil pertanian.
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3. Upaya yang Dilakukan untuk Mengembangkan Penyelenggaraan
Otonomi Desa di Desa Dete.
a. Menegaskan Kewenangan yang Menjadi Urusan Desa
Pemerintah Kabupaten Sumbawa harus segera menerbitkan
Peraturan Bupati yang mengatur dengan tegas kewenangan apa saja
yang akan menjadi kewenangan desa. Perda yang ada saat ini (PERDA
No. 25/2010) baru menggambarkan potensi kewenangan yang dapat
dipilah oleh desa untuk menjadi kewenangan desa. Dengan adanya
Peraturan Bupati yang lebih bersifat operasional, memudahkan
Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan urusan tersebut.
Selanjutnya kepada desa-desa yang telah siap melaksanakan
kewenangan yang dimaksud segera diikuti dengan penetapan Kepala

Daerah untuk menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Meningkatkan Sumber — sumber Pendapatan Desa.

Peningkatan = sumber—sumber  pendapatan desa  dapat
dilaksanakan melalui penyerahan berbagai pos pendapatan Kabupaten
yang ada di Desa kepada Desa yang bersangkutan. Dan penyerahan
pelaksanaan  sebagian kewenangan Kabupaten kepada desa yang
berpotensi menambah jumlah sumber pendapatan desa misalnya
Perijinan tingkat desa. Selain itu Kepala desa dan BPD harus didorong
untuk mampu mengidentifikasi potensi-potensi pendapatan asli desa
termasuk menggalakkan kerjasama dengan pihak ketiga dan dunia

usaha.
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Yang paling penting juga adalah penyerahan bagian hak desa
yang telah diatur dalam undang-undang oleh pemerintah kabupaten
tepat pada waktunya sehingga tidak menjadikan desa seolah-olah selalu
menggantungkan nasib kepada pemerintah Kabupaten. Seperti halnya
insentif penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang merupakan
bagian dari hasil penarikan pajak di masyarakat desa.

¢. Meningkatkan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa.

Terjadinya kesenjangan dalam hubungan antar lembaga
pemerintah desa dan BPD akan dapat diminimalisir dengan upaya
peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkatnya dan BPD.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab dan
kepentingan yang besar dalam menyiapkan dan meningkatkan kapasitas
Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan otonomi desa.. Bentuk
tanggung jawab ini di implementasikan dalam penyusunan program
pembinaan secara berkala, menyusun pedoman pelaksana, penyiapan
materi dan personil untuk terus melakukan pembinaan kepada desa.

Bagi Kepala Desa kapasitas manajerial perlu ditingkatkan
sementara bagi perangkat di bawahnya perlu dibekali dengan
kemampuan teknis administratif misalnya Kepala Urusan Keuangan
harus dibekali dengan pengetahuan perbendaharaan dan administrasi
keuangan, sehingga mampu secara optimal menyelenggarakan otonomi
desa dengan lebih baik dan akuntabel. Sedangkan bagi anggota BPD

diperlukan peningkatan pemahaman terhadap mekanisme hubungan
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kerja dengan pemerintah desa dan pemahaman tentang perannya
sebagai representasi kepentingan masyarakat.

d. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia masyarakat
Desa.

Tujuan kemandirian desa dalam otonomi desa tidak sekedar
desa dan pemerintahan desa mampu melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang  pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjadi
kewenangannya atau secara ekonomi desa mampu membiayai sendiri
kebutuhannya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan ini. Lebih dari
itu desa yang mandiri atau otonom adalah desa yang seluruh
masyarakatnya telah sejahtera, mendapatkan pendidikan yang cukup,
pangan yang cukup dan terbuka aksesnya terhadap infrastruktur dan
sarana kesehatan serta sarana prasarana lainnya yang ada di desa.

Untuk itu upaya peningkatan kapasitas SDM masyarakat desa
yang dimaksudkan disini adalah upaya meningkatkan pembangunan
Infrastruktur dan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan
yang dapat dinikmati oleh tiap warga masyarakat yang ada di desa.
Selain itu akses informasi dan telekomunikasi ditingkatkan,
pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan generasi muda sebagai penerus
bangsa tetap diperhatikan serta menjaga dan melestarikan kearifan lokal

budaya dan tradisi masyarakat desa yang sudah ada.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut :

1. Secara umum penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete lebih
banyak melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang merupakan
pelimpahan dari pemerintah Kabupaten seperti urusan pelayanan
masyarakat, pemberdayaan, dan fasilitasi program—program
pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kabupaten. Sedangkan
bentuk otonomi asli desa yang masih dilaksanakan seperti otonomi di
bidang kemanan dan ketertiban, pertanian, keagamaan, gotong royong
pasar desa dan peradilan desa.

Otonomi di bidang kesehatan, pengajaran, lumbung desa, dan hak atas
tanah tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dete karena
merupakan bagaian kewenangan yang dilaksanakan oleh Kabupaten.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi desa yaitu :
Pemerintah Desa belum memahami Pelimpahan Kewenangan dari
Pemerintah Kabupaten, Belum Konsistennya Pemerintah Kabupaten
menyerahkan Pendelegasian Kewenangan kepada Desa, Kurangnya
Sumberdaya Keuangan Desa, Lemahnya SDM Aparatur Desa dan

BPD, dan Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Desa.
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Kendala-kendala yang ada lebih banyak bersifat administratif dan
kebijakan serta keharmonisasi hubungan pemerintah desa dan supra
desa.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penyelenggaraan
otonomi desa yaitu : menegaskan kewenangan yang menjadi urusan
desa, meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa, meningkatkan
kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD serta meningkatkan

sumberdaya manusia masyarakat desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan hal-hal sebagai

berikut :

1. Untuk Otonomi Asli Desa yang dilaksanakan secara tradisi maupun
berdasarkan adat istiadat setempat agar tetap dipertahankan dan
diharapkan menjadi kearifan lokal yang dapat menjadi ungulan
komparatif dari Desa Dete Kecamatan Lape.

2. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi desa di Desa Dete
diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar segera
menjalankan atau merevisi Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010
tentang Kewenangan Kabupaten yang dapat diserahkan Pengaturannya
kepada Desa, dengan menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan
pelaksananya sehingga otonomi asli desa yang tetap dijalankan

berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat desa tetap berjalan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/41780.pdf
110

seiringan dan sinergis desa dengan pelaksanaan kewenangan yang
diserahkan kepada Desa.

3. Agar dukungan anggaran dari Pemerintah Supra Desa dapat
ditingkatkan sebagai salah satu sumber-sumber pendapatan desa baik
melalui Alokasi Dana Desa maupun bantuan keuangan dan kegiatan
yang lebih proporsional. Selain itu diharapkan inovasi Kepala Desa
dan BPD dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa
seiring dengan tuntutan meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.

4. Agar dalam peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa kepada Pemerintah Supra Desa
(Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten) tidak
hanya terbatas kepada unsur Kepala Desa dan Ketua BPD saja yang
dilakukan Pembinaan dan Bimbingan Teknis, namun diharapkan
kepada seluruh Perangkat Desa dan Anggota BPD sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Bimbingan Teknis dan Pembinaan tersebut
dilaksanakan secara berkelanjutan dengan harapan ke depan,
penyelenggaraan otonomi desa lebih baik dan optimal.

5. Permasalahan otonomi desa ini dapat dijadikan objek penelitian lebih

lanjut mengingat banyak aspek yang harus diteliti.
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PEDOMAN WAWANCARA

L. Kepala Desa Dete

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?
2. Apakah masih ada kewenangan otonomi asli desa yang
dilaksanakan di desa Dete?

Apa sajakah kewenangan otonomi asli tersebut ?

Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Keagamaan ?

Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pertanian ?

I

Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Ketentraman dan
Ketertiban ?

7. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kesehatan

Masyarakat ?
8. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang
Pendidikan/Pengajaran ?

9. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Perkreditan/
Lumbung Desa ?

10. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pasar desa ?

11. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Hak atas tanah ?

12. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kerja Bakti/
Gotong Royong ?

13. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Sinoman/Arisan ?

14. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Peradilan Desa ?

15. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi
Desa di Desa Dete ?

16. Bagaimanakah upaya bapak dalam mengembangkan pelaksanaan

otonomi desa di Desa Dete ?
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11. Ketua BPD

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh BPD ?

2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan
oleh BPD ?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa
oleh BPD?

5. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa?

.  Ketua LPM

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa di bidang
pembangunan ?

2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan
oleh LPM ?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan
pembangunan desa?

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa
oleh LPM?

5. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa?

IV.  Camat Lape

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh Desa Dete ?

2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dete ?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa ?

5. Bagaimana Upaya Camat dalam mengembangkan pelaksanaan

Otonomi Desa di Desa Dete ?
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V. Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPM-PD Kabupaten Sumbawa

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh BPD ?

2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat
dilaksanakan oleh Desa-desa di Kabupaten Sumbawa ?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan
otonomi desa?

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa
oleh Pemerintah Desza?

5. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa di

Kabupaten Sumbawa?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

L. Kepala Desa Dete (Ir. Mahmud HS)

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Dete ?

- jadi di desa sebagian besar urusan pemerintahan yang kami
lakukan adalah pelayanan masyarakat, pemberdayaan dan
pembangunan. Bentuk pelayanan seperti layanan administrasi
kependudukan, administrasi perekonomian dan lain
sebagainya. Kalau pemberdayaan seperti memfasilitasi
kegiatan dan pertemuan lembaga dan organisasi masyarakat
yang ada di desa, Musrenbang Desa, memfasilitasi kegiatan
PNPM dan menyalurkan bantuan atau program dinas
kabupaten. Sedangkan kegiatan pembangunan ada yang
dilaksanakan bersama masyarakat dari dana ADD, PNPM dan
swadaya ada juga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
oleh Kabupaten yang kami awasi dan koordinasikan di
lapangan.

2. Apakah masih ada kewenangan otonomi asli desa yang
dilaksanakan di desa Dete?
- Ya, ada seperti di bidang trantib, peradilan desa, gotong
royong, pertanian dan keagamaan.
3. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Keagamaan ?

- Ada banyak ritual dan tradisi di bidang keagamaan yang masih
kami laksanakan dan dipertahankan di desa Dete ini, misalnya
peringatan hari besar islam, idul fitri dan idul adha, di bulan
ramadhan ada tradisi lu’, ada peringatan mauled, ada ritual
pada rangkaian kejadian kelahiran dan kematian. Semuanya
dilaksanakan sendiri di rencanakan sendiri oleh masyarakat
bersama pemerintah desa.

4. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pertanian ?

- Pada keputusan penentuan pola tanam tiap tahunnya,
masyarakat melalui P3A nya sudah merencanakan sendiri.
Mereka datang kepada kami selaku Pembina untuk dirapatkan
dalam forum resmi bersama masyarakat dari desa lain, ini
dilakukan bersama Camat. Jadi pemerintah tidak mencampuri,
merekalah yang bermusyawarah kami hanya menetapkan
keputusan itu.
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5. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Ketentraman dan
Ketertiban ?

- Siskamling, ini masih jalan walaupun tidak tiap hari karena ada
musim tanam dan musim panen jadi masyarakat yang bertani
harus kerjakan sawahnya. Tapi masyarakat kami sudah biasa
bekerjasama menjaga lingkungannya masing-masing dan kami
punya Kasi trantib dan Linmas serta perangkat RT dan RW
yang selalu berkomunikasi melaporkan kondisi-kondisi
gangguan dalam masyarakat dan kami juga dekat dengan
Polsek jadi kalau ada apa-apa ya tinggal minta bantuan dan
dukungan Polisi.”

6. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kesehatan
Masyarakat ?

- Di bidang kesehatan peran kami di desa hanya pada promosi
dan pencegahan penyakit saja misalnya dengan menghimbau
warga dalam berbagai kesempatan pertemuan dan rapat serta
melalui mesjid mengenai program penyehatan lingkungan,
bebas malaria dan demam berdarah dan mengajak gotong -
royong membersihkan lingkungan dan tempat-tempat yang
berpotensi menjadi sarang penyakit. Kalau program dari
Kabupaten yang datang ke desa, ya langsung kami sampaikan
lagi secara berjenjang ke bawah, ke masyarakat. Masalah
pendataan penduduk miskin yang perlu bantuan berobat, aparat
kami tinggal melaksanakan biasanya sudah ada data awal dan
petunjuk dari Puskesmas atau Dinas. Memang ada beberapa
warga yang kami upayakan diakomodir kalau tidak masuk
dalam data.

7. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang
Pendidikan/Pengajaran ?

- Di bidang pendidikan peran kepala desa tidak signifikan, kami
hanya menjadi Pembina di kegiatan sekolah, di masyarakat
kami tetap mendukung keberadaan PKBM dan mengupayakan
pendidikan keterampilan atau kursus bagi anak-anak putus
sekolah bahkan sampai ibu-ibu eks TKI, caranya kami ke
pemerintah bikin proposal untuk kegiatan warga seperti itu.
Kalau peran warga dalam komite sekolah di dete ini masih
belum maksimal karena kesan ada BOS itu.
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8. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Perkreditan/
Lumbung Desa ?

- Tidak ada, kami tidak ada lumbung desa, jadi masyarakat
sekarang punya simpanan masing-masing. Kebetulan ada Bank.
Untuk masyarakat kami yang kurang mampu sekarang stok
pangannya terbantu dengan adanya Raskin setiap bulan dari
pemerintah.

9. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Pasar desa ?

- Ya kami punya pasar Desa walaupun tidak besar, dan tentu
hasilnya tidak banyak karena masyarakat yang jualan juga
sedikit, jadi hasilnya kami masukkan ke APBDes lumayan
menambah pemasukan desa. Kami sudah optimalkan pasar
desa itu dengan meminta bantuan pemerintah untuk
membangunnya, dan tahun depan kita bisa dapat, mudah-
mudahan bangunan pasarnya semakin baik schingga yang
datang jualan jadi bertambah juga.

10. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Hak atas tanah ?

- Desa Dete memang punya tanah pecatu yang hasil usahanya
menjadi hak Kepala Desa, tambahan penghasilan kami. Tanah
itu diadakan oleh Pemda jadi statusnya milik Pemda bukan
Desa hanya kami diberikan hak untuk mengelola dan ambil
hasilnya. Lokasi tanah itu ada di Desa tetangga yang
dimekarkan dari desa dete jadi saat ini mereka juga
mempertanyakan status tanah itu apakah milik mereka atau
kami desa Dete.tapi selama pemda belum mencabut dari kami
ya tetap kami kelola.

|1. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Kerja Bakti/
Gotong Royong ?

- Kerja bakti atau gotong royong masih berjalan. Hanya karakter
masyarakat kami ini harus selalu diajak, dipimpin jadi inilah
pekerjaan saya mesti selalu dekat dengan mereka, anjangsana
silaturahim dengan tokoh-tokoh. Nah kalau sudah ada
kedekatan seperti itu jadi mudah kami ajak mereka. Tinggal
saya beritahu lokasi dan kapan waktu gotong royong melalui
kepala dusun masyarakat langsung datang. Kebetulan kepala
dusunnya saya angkat dari masyarakat yang benar-benar
ditokohkan oleh masyarakat, jadi mempermudah komunikasi
dan kerja kepala desa juga.
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12. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Sinoman/Arisan ?

- Di Desa Dete kami tidak ada arisan tingkat desa, kalaupun ada
itu arisannya sesama ibu-ibu PKK atau ibu rumah tangga biasa.
Ada juga yang arisan gabah antar petani biasanya dalam
keluarga dekat untuk biaya membangun atau perbaiki rumah.
Bahkan ada juga keluarga yang arisan untuk ongkos naik haji.
Jadi kalau desa tiadak pernah memfasilitasi itu, itu bebas saja
dalam masyarakat.

13. Bagaimanakah pelaksanaan otonomi di bidang Peradilan Desa ?

- Peradilan desa masih berjalan dan sangat didukung oleh
seluruh masyarakat desa Dete karena biasanya masyarakat yang
bermasalah selalu mencari pemerintah untuk menengahi karena
bisa damai, kalau ke polisi atau pengadilan prosesnya repot dan
lama. Bentuk penyelesaian masalahnya yaitu kami mediasi,
pertemuan untuk didamaikan secara kekeluargaan, membuat
pemyataan maaf ganti rugi sampai pernyataan bagi warisan
kami selesaikan. dan kalau ada masalah yang berat-berat
seperti pembunuhan atau masalah yang tidak berhasil kami
mediasi biasanya langsung kami serahkan ke Kepolisian™.

14. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Otonomi
Desa di Desa Dete ?

- Dete bahwa selama ini desa hanya mengandalkan dana ADD
dan pungutan-pungutan terhadap pelayanan administrasi yang
dilakukana oleh pemerintah desa untuk membiayai urusan-
urusan pemerintahan yang dilakukan. Adapun bantuan
pemerintah Provinsi dan kabupaten setiap tahun tetap diterima
namun jumlahnya cukup kecil dan bervariasi antar desa.
Sedangkan hibah sifatnya aksidental tidak terlalu diharapkan
walaupun Kepala desa sering menyampaikan proposal bantuan
ke pihak-pihak swasta.

15. Bagaimanakah upaya bapak dalam mengembangkan pelaksanaan
otonomi desa di Desa Dete ?

- Sementara ini kewenangan yang ada berdasarkan identifikasi
kami seperti yang saya sebutkan, dalam pelaksanaannya kami
upayakan semaksimal mungkin sesuai kemampuan kami.
Kalau pengembangannya kami tunggu aturan yang berlaku
saja.
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. Ketua BPD (M. Subhan, S.Ag)

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa oleh BPD ?

- Setahu saya kewenangan otonomi asli yang ada di Desa Dete
pelaksanaannya oleh kepala desa, dukungan kami dalam hal
perdes dan pengawasan saja.

2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan
oleh BPD ?

- Seperti musyawarah di bidang pertanian, keagamaan, pertanian,
gotong royong dan ketentraman. Sifatnya kami membantu
Kepala desa dan masyarakat terutama dalam dukungan aturan
walaupun belum maksimal. Contohnya bidang pertanian,
memang aturan tentang hak dan kewajiban antara petani dan
peternak ini belum ditulis dalam Perdes, namun secara tradisi
turun temurun tetap berjalan dengan baik dan dilaksanakan
oleh semua pihak.

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?

- Cukub baik. Mayoritas masyarakat sangat mendukung.
Misainya kegiatan gotong royong dalam program PNPM dan
lain-lain masyarakat cukup antusias.

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa
oleh BPD?

- Banyaklah, misalnya masalah SDM dan kapasitas anggota

BPD, kami anggota BPD memang jarang sekali mendapat
bimbingan dan pembinaan dari Kabupaten dan Kecamatan,
yang biasanya seperti tahun lalu pembinaan BPD hanya sekali
dalam setahun kami dipanggil di Kabupaten tapi hanya ketua
saja sendiri, menurut saya itu tidak efektif. Kami ingin ada
upaya yang serius dari pemerintah dalam hal pembinaan BPD
ini.
Selain itu bahwa pemerintah desa cukup kesulitan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai salah satu
komponen pendapatan dalam APBDes, disebabkan oleh masih
kurangnya pengetahuan pemerintah desa tentang potensi desa
yang mana saja yang dapat dijadikan potensi pendapatan.
Selain itu ia sebagai wakil masyarakat tidak ingin terlalu
membebani masyarakat.
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IN.  Ketua LPM (M.Irfan)

. Bagaimana bentuk pelaksanaan otonomi desa di bidang pem-
bangunan ?

- Biasanya dalam bentuk gotong royong, untuk kegiatan itu, ka-
mi masyarakat Desa Dete boleh dibandingkan dengan desa lain
partisipasi masyarakat desa dete selalu lebih tinggi. Pada
kegiatan gotong royong dimanapun selalu bersemangat, apalagi
ada pak Kades, kami merasa dihargai oleh beliau. Saya juga
perhatikan dalam kegiatan kami di LPM dan PNPM tingkat
gotong royongnya pasti lebih tinggi dibandingkan desa lainnya.

2. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang dapat dilaksanakan
oleh LPM ?
- Di bidang pembangunan secara umumlah seperti gotong
royong.
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pem-
bangunan desa?
- cukup baik, dapat dilihat dalam dokumentasi kami maupun da-
ta PNPM.
4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa
oleh LPM ?

- Dukungan dana dari masyarakat masih kurang, kalan tenaga
cukup baik.

IV.  Camat Lape (Ir. Irin Wahyu Indarni)

1. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dete ?

- Dalam pengatan saya cukup banyak di bidang keagamaan,
ketentraman, pertanian dan lain-lain. Seperti penentuan pola
tanam setiap tahunnya, itu adalah keputusan bersama antar
masyarakat setiap desa dan ada kerjasama antar desa
membicarakan masalah itu. Kami hanya memfasilitasi dan
member pertimbangan teknis bersama Kepala UPT Pengairan
dan Pertanian, semua masyarakat yang memutuskan.
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2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan desa?
- Saya amati cukup baik terutama Desa Dete terbaik di antara 4
Desa ini.
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa ?

- Menurut saya, kepemimpinan Kepala Desa menjadi kuncinya,
selain itu dukungan BPD dan masyarakat. Otonomi desa ini
kan perlu komitmen bersama 3 pihak ini selain pemerintah
kabupaten.

4. Bagaimana Upaya Camat dalam mengembangkan pelaksanaan

Otonomi Desa di Desa Dete ?

- Bersama Kepala Desa kami terus melakukan pembinaan dan
pendampingan kepada masyarakat.

V. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa BPM-PD Kabupaten Sumbawa
(Andry Agung Dewanto, SSTP)

I. Apa saja kewenangan otonomi asli desa yang masih dapat
dilaksanakan oleh Desa-desa di Kabupaten Sumbawa ?
- Di bidang keagamaan, pertanian secara umum, trantib, gotong
royong, pertanahan, peradilan desa, arisan dan pasar desa.
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan
otonomi desa?

- Secara umum masih baik. Dari data Musrenbang, Kegiatan
PNPM dan pelaksanaan ADD laporan Kepala Desa serta
pengamatan kami masih cukup bagus.

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi desa
oleh Pemerintah Desa?

- Banyak Desa yang belum mampu mengidentifikasi
kewenangan apa saja yang menjadi hak otonomi desa, jadi
dalam pelaksanaannya juga tidak sedikit yang masih ragu-ragu.
Selain itu masalah SDM dan kapasitas Kepala Desa serta BPD.
Ada juga dukungan masyarakat dan hubungan Kades dan BPD
terutama pasca Pilkades.
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4. Bagaimana Upaya mengembangkan pelaksanaan Otonomi Desa di
Kabupaten Sumbawa?

- Secara Finansial Kabupaten mendukung peningkatan Alokasi
dana Desa dan secara kelembagaan para stakeholder di Desa
diikutkan pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi. Kami juga
bersama-sama Camat melakukan pembinaan-pembinaan.
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